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ABSTRAK

Nama : Kumalasari
Program Studi: Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Ul
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Penataan Letak Perpasaran

Di DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha : Studi
Kasus Carrefour, Tesis, Magister, xi + 102 halaman. Bibliografi
: 99 (19765 —2009 ).

Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terbadap data
kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah
penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang

* Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sesuai dengan

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian
pasar modern dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaba kecil) dilihat dari
aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan berlakunya Prinsip-
prinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007
adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum
dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusif, dan seimbang
sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat
mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta
telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara
normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar.
Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para
penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia.
Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha
kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang

- seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden

Nomor 112 tahun 2007 . secara substansi belum dapat mengakomodasi
kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan -
pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum
selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang
perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah
yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modern.

Kata kuneci :
Pasar Tradisional, Carrefour, Hukum Persaingan Usaha
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ABSTRACT

Name : Kumalasari
Study Program : Master in Law :
Title : The Juridical Review of the Implementation of Zoning

Position in DKI Jakarta Based on Competition Law: Case
Study of Carrefour, Thesis, Master, xi + 102 pages.
References: 99 (1965 — 2009).

The research method for this study is a juridical-normative study, while
using literature or secondary documents. The issues of this study are the
determination on Regulation of the President the Republic of Indonesia No.112 of
2007 concerning Organization and Directions of Traditional Market, Shopping
Centers, and Modern Stores suited with the principles of unfair business
competition, and whether the permission of the modern market can bharming a
traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect.
Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the
regulation of president No.112 of 2007 is a harmonization of law so that can
provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive,
balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a
consumer’s welfare. In building the private market’s atmosphere in DKI Jakarta,
the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of
District No.2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and
determining business hour. The development of retail also increasing the interest
of investors to develop business in the Indonesia’s retail sector. Therefore, there is
a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in
licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study,
The Regulation of President No.112 of 2007 substantially not yet accomodate the
interest of small business enterprise and still tend to protect the interest of large
business. Therefore the Regulation of President No.112 of 2007 has not been
consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of
licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have
an authority in giving licency to establish a modern market.

Keywords:
Traditional Market, Carrefour, Competition Law
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakahg

Praktik monopoli sebenarnya sudah dikenal pada tahun 1602 jauh sebelum
jaman pemerintahan Soekarno, yaitu pada saat Pemerintah Belanda atas
persetujuan Staten Generaal memberikan hak (octrooi) untuk berdagang sendiri
(monopoli) pada'VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur)'. Dimana kegiatan
monopoli terus berlanjut selama Indonesia dibawah kekuasaan penjajah Belanda,
Inggris, dan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu
dianut ekonomi kolonial. Menurut Soekarno?, ekonomi Indonesia yang berwatak
kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga ciri sebagai berikut. Pertama,
diposisikannya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi
negara-negara industri maju. Kedua, dijadikannya perekonomian Indonesia
sebagai pasar produk negara-negara industri maju. Ketiga, dijadikannya
perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang
terdapat di negara-negara industri maju. Kemudian untuk mengatasi ekonomi
kdloﬁial, Bung Karno, Bung Hatta beserta Bapak pendiri bangsa lainnya sepakat
;intuk menjadikan demokrasi  ekonomi sebagai. dasar penyelenggaraan
perekonomian Indonesia. Dimana dasar-dasar p*engelolaian perekonomian negara
diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
(UUD 1945). Namun, karena adanya kepentingan politik yang diberlakukan oleh
Belanda, maka pengaturan perekonomian negara mengalami perubahan diatur
dalam Pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
tahun 1950 (UUDS 1950). Pada dasarnya Pasal 38 UUDS 1950 serupa dengan
Pasal 33 UUD 1945. UUDS 1950 hanya bersifat sementara, tetapi sudah terdapat
pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli yang diatur pada pasal 37 ayat
(3), yang berbunyi:

' R.Supomo, Sejarah Politik Hukum Adat Dari Zaman Kompeni Sehingga 1848, Jilid 1
Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.9.

2 Revrisond Bawsir, Demokras. Indonesia Terancam Punah, <http://www satudunia.net/
node/1334>, diakses 22 November 2008.
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“Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli
partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan
yang ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pada tahun 1959, pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli pada
UUDS 1950 dihapuskan seiring diberlakukannya kembali UUD 1945. Namun,
secara teori tidak berarti kegiatan monopoli dilegalkan karena masih terdapat
kebijakan yang mengatur mengenai larangan monopoli, misalnya dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
MPRS-RI No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan3. Disamping itu terdapat perundang-undangan yang
menunjukan larangan monopoli, seperti Pasal 13 Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 tahun 1960 yang berisi monopoli di bidang pertanahan harus dicegah;
dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
mengenai pencegahan pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu
kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
dan Pasal 382 bis KUHP tentang larangan melakukan perbuatan curang yang
menyehatkan khalayak umum dan dapat menimbulkan kerugian. Namun, pada
kenyataannya peraturan-peraturan tersebut diatas sifatnya masih parsial dan belum
komprehensif sehingga kurang memadai untuk menciptakan iklim persaingan
usaha yang sehat. Padahal berpedoman pada Pancasila yang berbunyi “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pemerintah seharusnya menerapkan
mekanisme pasar yang mengacu pada asas keadilan yang merata. Dengan
demikian, pemerintah era Orde Baru pada dasarnya mengetahui pentingnya
perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai larangan monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat demi terciptanya iklim persaingan yang sehat,

namun pada kenyataanya tidak cukup keinginan untuk merealisasikannya4.

3 Pasal 7 (c) TAP MPRS-RI No. XXIII/MPRS/1966 menyatakan bahwa didalam
demokrasi ekonomi di Indonesia tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan masyarakat.
Lihat Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia, (Malang: Bayumedia,2007), hal. 13

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, jula beberapa alasan sulithya pembentukan Undang-
undang Antimonopoli Pertama, karena Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan —
perusahaan hesar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan -
perusahaan le/sc ut tanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya
se agat o omotifpem angunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus.

Universitas indonesia
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Kegagalan pemerintah Orde Baru didalam melaksanakan amanat GBHN di
bidang pembangunan ekonomi khususnya dalam mencegah. praktik monopoli,
mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok
masyarakat tertentu yang disebut sebagai inonopoli. Monopoli menghalangi
terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terciptanya ekonomi biaya tinggi
(high cost economy) yang membebani masyarakat luas, itu terjadi karena faktor-
faktor produksi tidak berjalan secara efisien, sementara hasil-hasil praktik
monopoli hanya dinikmati oleh beBerapa gelintir drang atau kelompok usaha

tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin dan menderita’. Demikian termaktub

dalam Bab II Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasio-
nal®. Didalam Ketetapan tersebut terdapat amanat dalam upaya penanggulangan

Perlakuan khusus itu adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya
perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli.
Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah menjadi pioner
di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah
untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sekior tersebut. Ketiga,
adalah untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan
Presiden Soeharto dan pejabat-pejabar yang berkuasa pada wakiu itu. Lihat Sutan Remmy
Sjahdeini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis,
vol. 10/2000, hal. 5.

* Ibid., hal.18. »

¢ Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru
telah mengalami kemerosotan yang meriprikatinkan, karena terjadinya krisis moneter
pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Landasan
ekonomi yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya mengalami gejolak keuangan eksternal serta
kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh karena penyelenggaraan perekonomian nasional kurang
mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjukan
corak yang sangat monopolistik. Para.pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan
mendapatkan prioritas khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan
Jundamental itu juga disebabkan pengabaian perekonomian kerakyatan yang sesungguhnya
bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai unggulan komparatif
dan kompeltitif

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung
oleh semangat kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh
dan tidak kompetitif. Sebagai akibatnya, krisis moneter yang melanda Indonesia, tidak dapat
diatasi secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali.

Rentannya ekonomi Indonesia dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ke tingkat
terendah. Pemerintah tidak mengambil langkah yang kongkrit dan jelas untuk mengatasi krisis
kurs tersebut. Pembangunan industri tidak berbasis kepada masyarakat atau potensi unggulan
daerah, tidak ada keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi, serta juga
struktur industri yang lemah dalam hubungan industri hulu dan hilir. Di samping itu sebagian
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krisis sehubungan dengan praktek monopoli, yaitu pada Bab IV A Pasal 2 (c)
mengenai agenda yang harus dijalankan yaitu “Membuat perekonomian lebih
efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta
mengembangkan sistem insentifyang mendorong efisiensi dan inovasi”.

Demi merealisasikan tujuan iklim usaha yang kondusif dan menghilangkan
praktek monopoli sebagaimana menjadi salah satu agenda dalam Ketetapan MPR
No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka disusunlah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU No.5 tahun 1999) berdasarkan Pancasila dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan
umum. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. Tujuan yang
hendak dicapai dengan adanya undang-undang tersebut termaktub dalam Pasal 3
UU No.5 tahun 1999, sebagai berikut:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nas\ona\ sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengabh,
dan pelaku usaha kecil,

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lahirnya UU No.5 tahun 1999 tidak terlepas dari tekanan International
Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia
segera memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang
terjadi di Indonesia melalui kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent

(Lol) pada tahun 1998. Melalui penandatanganan Lol, muka terjadi liberalisasi

besar lahan pertanian yang svhur teluh berubah fungsi menjadi lahan industri sehingga dari
kondisi semula swasembada beras telah berubah menjadi pengimpor beras.

Sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap Bank
Sentral yang terlalu kuat melemahkan ekonomi nasional. Hubungan erat antara penguasa dengan
pemilik bank-bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka yang
merugikan masyarakat dan negara. Di samping itu, ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia
perbankan dalam mengelola dana, memperparah kondisi ekonomi. Huruftebal dari peneliti.
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pasar ritel Indonesia, yakni dengan adanya pemberian kebebasan kepada investor
asing untuk masuk ke industri ritel yang dituangkan dalam Keppres N0.99/1998
dan SK Menteri Investasi No.29/SK/1998 tentang industri ritel.

Dengan adanya kedua perundang-undangan diatas, maka tahun 1998
menjadi awal perubahan bagi perkembangan perpasaran modern. Sebelum
diberlakukannya ketentuan tersebut (tahun 1980-an), penetrasi ritel asing
dilakukan melalui pola waralaba dimana ritel asing memberikan hék.'kepada
perusahaan lokal untuk mengelola jaringan rite] tersebut. Namun, sejak
diberlakukannya Keppres No.99/1998 dan SK Menteri Investasi No.29/SK/1998
maka investor asing boleh melakukan investasi langsung di sektor perdagangan
eceran’. Hal ini diawali dengan masuknya Daily Farma International milik
Hongkong yang mengakuisisi 12% saham PT. Hero Supermarket Tbk pada tabun
1998. Diikuti dengan masuknya Carrefour sebagai pioneer pasar serba ada
(hipermarket) yang tergolong pasar modern menyebabkan perubahan dalam
kegiatan usaha yang berbentuk supermarket menuju hipermarket. Carrefour
dikelola oleh PT. Carti Satria Megaswalayan (hasil kerja sama antara Carrefour
Netherlands BV dan PT. Tigaraksa Satria Tbk.). Pada tahun yang sama terdapat
hypermart lain dengan nama Continent yang merupakan kerja sama antara
Promodes (Prancis) dengan grup Sinarmas untuk mendirikan PT. Contimas Utama
Indonesia. Di dalam tujuan untuk memajukan dan meningkatkan usahanya, pada
tahun .2000 terjadi merger global antara Carrefour dengan Promodes yang
menyebabkan seluruh gerai Continent di Indonesia berganti nama menjadi
“Carrefour. Konsep hipermarket termyata mendapat sambutan hangat dari
~ konsumen supermarket maupun konsumen pasar tradisional dan pasar modern
lainnya karena produk-produk yang ditawarkan lebih beragam dan harganya
relatif lebih murah. Sejalan dengan penerimaannya konsep hipermarket di mata
konsumen, Carrefour melakukan ekspansi hingga tahun 2002 terdapat 10 gerai.
Pesatnya perkembangan hipermarket dalam dunia ritel Indonesia juga dirasakan
dengan masuknya new entrants di pertengahan tahun 2002, “Giant” (hasil kerja

sama antara PT. Hero supermarket Tbk dengan Dairy Farm International),

7 PT. Bisinfocus Data Pratama, Peta Bisnis Ritel Modern di Indonesia, (T anggerang:
Bussiness Information Focus, 2004), hal.43.
¥ Ibid., hal.16.
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“Hypermart” (PT. Matahari Putra Prima Tbk.) yang masuk pada tahun 2004, dan
“Lotte Mart™ (akusisi atas PT. Makro Indonesia oleh PT. Lotte Shopping) tahun
2008°.

Eksistensi hypermarket di dunia ritel Indonesia semakin terus berkembang
dengan ditandainya - perluasan gerai oleh tiga hypermaket terbesar yakni
Carrefour, Giant, dan Hypermart. Perkembangan ini dirasakan mulai dari tahun
2003 jumlah hypermarket di Indonesia mencapai 43 gerai, kemudian di tahun

2004 meningkat menjadi 68 gerai, tahun 2005 menjadi 83 gerai, dan tahun 2006

mencapai 105 gerai'. Konsep hypermarket yang menawarkan one stop shopping
dengan keleluasaan, kenyalhanan, dan kelengkapan, serta “jaminan” harga murah
membuat masyarakat tertarik untuk mengunjunginya. Hypermarket identik
dengan harga murah, meskipun pada kenyataannya tidak semua harga berada di
bawah harga pasar. Apabila dicermati sistem penempatan harga yang dianut
adalah sistem subsidi silang sehingga apabila harga jenis produk yang satu berada
di bawah harga pasar, belum tentu harga jenis produk lainnya juga berada di
bawah harga pasar. Penetépan harga yang relatif murah dari harga pasar ini
diperoleh hypermarket dalam usaha kerjasamanya dengan pemasok besar dan
biasanya untuk jangka waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat
melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar.

Semakin -meluasnya pendirian pasar modern di Indonesia membawa dampak

.positif' bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di Indonesia, misalnya di

® Makro dengan konsep perkulakan didirikan pada tahun 1992 dengan gerai pertama
dibuka di Pasar Rebo, Jakarta. Makro merupakan kerja sama antara HSV Makro dengan PT.
Kharaba Unggul (milik TP Rachmat). Pada tahun 1998, mitra lokal melepaskan saham sebanyak
83% kepada Metro AG (holding company Makro) dan berubah menjadi PT. Makro Indonesia.
Tahun 2008, PT. Makro Indonesia akhirnya berpindah tangan dari perusahaan Belanda SHV
Holding N.V ke Lotte Group (PT. Lotte Shopping) dari Korea Selatan dengan mengakuisisi 100%
kepemilikannya di perusahaan itu. Dengan demikian terjadi transformasi dari perkulakan menjadi
konsep hypermarket, sebab Lotte Group pada dasarnya menganut konsep pasar serba ada atau
hypermarket dan bukan pasar perkulakan. Lihat PT. Bisinfocus Data Pratama, Peta Bisnis Ritel
Modern di Indonesia, (Tanggerang: Bussiness Information Focus, 2004), hal 7-8, 47 dan Antara,

“Lotte Harus Patuhi Aturan,” <http://cetak.kompas.com/read/xm1/2009/01/21/020620 1/lotte.
harus.patuhi.aturan>, diakses 1 Mei 2009, dan “Lotte Group Akuisisi Makro,” <http://mix.co.id/

indexz.ghF?ogtion=com content&do_pdf=1&id=285>, diakses 1 Mei 2009.
' Lihat PT. Bisinfocus Data Pratama, Peta Bisnis Ritel Modern di Indonesia,
(Tanggerang: Bussiness Information Focus, 2004), hal 7-8, 47, dan Taufik Hidayat, “Cengkraman

Hypermarket di Bisnis Ritel,” <http://www.swa.co.id/swamajalah/sajian/details.php?cid=1&
id=8958>, diakses 1 Mei 2009.

' Data diperoleh dari Nielsen, 2007 dalan Linda T. Silitonga, “Hipermarket Kompak
Jadi Strategi Ekspansi,” <http://web.bisnis.com/artikel/2id529.htm]>, diakses 3 Mei 2009.
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http://www.swa.co.id/swamaialah/saiian/details.ph%20p?cid%5e%201%20&%e2%80%a8id=8958
http://web.bisnis.com/artikel/2id529.html

bidang penyediaan tenaga kerja sebagaimana diketahui industri ritel merupakan
sektor kedua terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja'’. Disamping itu,
meluasnya pasar modern dapat merangsang kreatifitas pedagang pasar lainnya
termasuk pedagang pasar tradisional dalam mengembangkan usahanya. Karena
adanya persaingan maka para pedagang akan berlomba-lomba untuk menarik
perhatian konsumen, hal ini kemudian dapat merangsang pedagang untuk
melakukan suatu inovasi dalam tujuan mempertahankan pasar. Kenyataan di
lapangan, tidak selalu dampak positif yang dirasakan melainkan terdapat juga
dampak negatif. Misalnya, pasar tradisional yang menjual produk sejenis yang
dapat ditemui pada pasar inodern dimana harga yang ditawarkém 6léh pasar'
modern relatif lebih murah daripada pasar tradisional. Hal ini tentunya akan
menguntungkan pasar modern, namun bagaimana dengan pasar tradisional? Pasar
tradisional memiliki segmen tersendiri dimana sebagian besar konsumennya
memilih berbelanja di pasar tradisional karena alasan pentingnya kontak sosial
dalam transaksi pasar. Namun, apa yang akan terjadi apabila masing-masing pasar
modern dan pasar tradisional yang menjual jenis item yang sama didirikan secara
Jface to face, terlebih apabila harga yang ditawarkan di pasar modem lebih rendah
daripada pasar tradisional.

Kenyatan di lapanga_n, apa yang disebutkan diatas sering ditemui di
lingkungan pasar IndOnt;si& Misalnya, keberadaan Carrefour yang xﬁempunyai
kemampuan keuangan yang kuat dan mampu ‘fnelakﬁkan ekspansi setiap
tahunnya. Hingga saat ini Carrefour memiliki 31 gerai di Jabodetabek.
Kemampuan Carrefour untuk terus melakukan perluasan gerai di setiap tahunnya
mengakibatkan keresahan terhadap pertumbuhan pasar tradisional. Oleh sebab itu,
untuk menjaga persaingan diantara toko modern dan juga pasar tradisional, maka
pemerintah mengeluarkan Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
menyatakan bahwa hipermarket, supermarket, departement store, perkulakan, dan

yang lain harus melaksanakan sistem zonasi yaitu sesuai dengan tata kelola ruang

12 Kamar Dagang dan Industri Indonesia, “Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia
2009-2014: Nasionalime dalam Era Perdagangan Bebas,” <http://mudrajad.com/upload/Buku%
20Kadin_Bab%2011l Perdagangan%20Dalam%20Negeri.pdf>, diakses 3 Mei 2009.
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wilayah setempat. Adapun peraturan zonasi'?

Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur

adalah ketentuan-ketentuan

pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana
rinci tata ruang. Di DKI Jakarta, peraturan zonasi pasar mengacu pada Perda No.
2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta.

Menurut catatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI),
terdapat 51 pasar- tradisional yang berdekatan dengan pasar modern, dan 45 unit
yang berdekatan dengan hipermarket.M Selain dari pada itu seiring maraknya
pembangunan pasar modern, terdapat delapan pasar yang mati dan beralih fungsi
akibat ditinggalkan pembeli, yaitu Pasar Blora, Pasar Cipinang Baru, Pasar
Kramat Jaya, Pasar Cilincing, Pasar Muncang, Pasar Prumpung Tengah, Pasar
Sinar Utara, Pasar Karet Pedurenan.!® Tidak beroperasinya pasar tersebut diatas
kemungkinan dikarenakan perkembangan pasar modern yang semakin meningkat
dan menempati lokasi yang strategis atau berdekatan dengan pasar tradisional
sehingga mengakibatkan konsumen pasar tradisional beralih ke pasar modern.

Saat ini masih terdapat pasar modem dan pasar tradisional yang letaknya
berdekatan, misalnya Carrefour di Mega Mall Pluit berdekatan dengan Pasar
Muara Karang, Pasar Pondok Indah berdekatan dengan Carrefour dan Giant
Lebak Bulus, dan Carrefour Cempaka Putih yang berdekatan denga Pasar
Cempaka Putih- Pasar Gembrong- dan Pasar Sumur Batu. Beberapa pasar modern
ini didirikan dengan jarak kurang dari 2,5 km. Hal ini bertentangan dengan
peraturan mengenai Luas dan Jarak Penyelenggara Usaba yang diatur secara rinci
pada Perda No.2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Pada Perda itu
disebutkan pembangunan pasar modern (luas diatas 4000m’) dengan pasar
tradisional harus berjarak radius minimal 2,5km. Namun, pada kenyataannya
masih banyak terdapat peritel-peritel yang tidak memenuhi persyaratan pada
peraturan tersebut.

Carrefour membuka gerai baru di Blok M Square pada Desember 2008,
dimana pada bangunan tersebut juga terdapat pedagang-pedagang yang terkumpul

13 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
14 Data diperoleh dari “Pasar Tradisional Terancam Punah- Jumlah Pasar Modern Saat
Ini Sudal}SSangat Keterlaluan,” Republika, (21 Februari 2008): 18.
Ibid.
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membentuk pasar tradisional. Keberadaan Carrefour sebagai peritel yang
mempunyai kemampuan keuangan dan popularitas cukup tinggi mempunyai
potensi untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak
sehat. Disamping itu, keberadaan Carrefour berpotensi melanggar Perda No.2
Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta. o

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
akan menyoroti tentang masalah penerapan zonasi penyeienggara usaha peritel
modern yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat dilihat dari aspek
hukum persaingan usaha.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik
untuk meneliti tesis dengan permasalahan tersebut, dengan judul: “TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP  PENERAPAN PENATAAN LETAK
PERPASARAN DI DKI JAKARTA BERDASARKAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA” (Studi Kasus: Carrefour).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan rumusan masalah

sebagai berikut: »

1. Apakah penetapan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
sesuai dengan prinsip—prinsip persaingan usaha yang sehat?

2. Apakah pemberian izin pendirian pasar modern dapat mematikan usaha
pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan
usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis sejauh mana pemberlakuan Perpres Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modemn dapat menjaga terjadinya
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persaingan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat.

2. Mengetahui akibat pemberian izin terhadap pasar modem dapat
berpengaruh terhadap keberadaan pasar tradional sekitarnya, dan
mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan dalam persaingan yang
dapat menghambat suatu kegiatan perpasaran ditinjau dari Undang-
Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan
baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
pembentukan dan pengembangan hukum ekonomi khususnya di bidang
hukum per«ia\tvg,an usaha.

2. Kegunaan Praktis
Dengan disusunnya tesis ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
sumbangan pemikiran bagi lembaga KPPU dan Pengadilan dalam
memutuskan perkara yang sama, praktisi, atau masyarakat khususnya

pelaku usaha yang menaruh minat terhadap hukum persaingan.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai fairness yang
merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran
dalam sistem pemikiranl6. Disini keadilan tidak lepas dari konsep moral
mendasar yang dapat didefinisikan dalam konteks yang melibatkan

kesadaran, rutinitas, dan pengertian moral. Penderitaan yang disebabkan

6 John Rawls (a), Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara [A Theory OfJustice], diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan
Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.3.
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oleh gejala alam tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan, namun
yang dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalah kegagalan untuk
melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Sehingga keadilan itu sendiri
merupakan suatu masalah dimana tidak hanya terdapat unsur kesadaran
tetapi juga suatu aktivitas yang mempunyai tujuan'’. Hal-hal yang adil dan
tidak adil dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pelaku, tindakan dan urusan
yang diciptakan oleh pelaku dan tindakannya sebagai berikut:

1. Dalam pengertian yang tradisional, keadilan erat hubungannya
dengan individu pelakunya seperti ‘hanya Tuhan’, ‘hanya Raja’, dan
“hanya manusia’. A B '

2. Dalam penggunaan yang modern, menggambarkan keadilan pada
suatu tindakan tertentu dan keputusannya daripada pelakunya.
Tindakan atau keputusan yang adil adalah sesuatu yang sensitif
terhadap hak-hak dan faktor yang mempengaruhinya. Sehingga
tindakan atau keputusan yang tidak adil dapat dikatakan melanggar
hak-hak tersebut.

3. Adanya peran institusi yang dapat menunjukan sikap keadilan dalam
berbagai tingkatannya berupa masyarakat, rule of law, dan sistem
hukum. Penandaan sesuatu-dikatakan adil atau tidak adil pada
rﬁasyarakat dapat dilakukan dengan berbaéai ‘cara yang berbeda,
misalnya ditandai dengan adanya pembagian keuntungan dan beban
yang dilakukan secara tidak adil. Sistem hukum sendiri yang
diasumsikan sebagai sesuatu yang dengan sendirinya mengikuti dan
melindungi keadilan dapat pula menjadi adil dan tidak adil'®.

Dalam bukunya yang berjudul 4 Theory of Justice, Rawls membagi dua

prinsip keadilan dalam original position, sebagai berikut.

“First: each person is to have an equal right to the most extentive basic
liberty compatible with similar liberty for others. Second: social and
economic inequalities are to be arrange so that they are both (a)

7 Mark Tebbit, Philosophy of Law, (London: Rotledge, 2000), pag. 3-15 dalam Teori
Hukum yang dikumpulkan oleh Hikmahanto Juwana, hal.44-45.
18 .
Ibid
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reasonably expected to be everyone ¥ advantage, and (b) attached to
position and offices open to all. 9

Prinsip pertama mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang
sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama
bagi semua orang20. Apabila dihubungkan dengan perspektif pasar bebas
yang dipelopori oleh Adam Smith2l, maka prinsip pertama ini yang paling
sesuai2. Smith mengatakan bahwa the end o fjustice is to securefrom injury?
(tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian)23. Oleh sebab itu,
untuk mencapai keadilan maka tidak perlu adanya campur tangan
pemerintah karena pasar akan mengkoreksi dengan sendirinya apabila
terdapat sesuatu yang tidak sesuai24. Lebih lanjut pandangan Rawls terhadap
perspektif Smith atas pasar bebas membenarkan prinsip pertamanya dengan
mengatakan “...is consistent with equal liberties and fair equality of
opportunity. Namun, didalam implementasi pasar bebas yang sejalan
dengan prinsip pertamanya ternyata menyebabkan mekanisme pasar gagal
berfungsi secara baik sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan25. Hal ini

dikarenakan, bahwa didalam kebebasan kodrati terdapat persamaan

« John Rawls (b): A Theory of Justice, (Cambridge: The Belknap Press of Harvad
University, 1971), pg.60.

2 Rawls (a), op. cit., hal.72. . Pknnomi nasar adalah suatu mekanisme yang

2l Dalam pengertian pasar bebas, sistem ekT ™ ' melalui sistem harga dan pasar
terinci dan terkoordinasi di bawah sadar manusia dan sek untuk mendayagunakan modalnya
Smith mencitrakan pasar bebas sebagai upaya s“ c°™'"g usaha peningkatannya, ia tidak
ehingga mampu menghasilkan nilai paling tin88* 1 sejauh mana ia hergerak ke arah jtu
Bernqgtguntu?( rﬁening%tﬁan epent?n an uﬂmm (?an t.dak taﬁu ) A?]e gnquuy A
karena tujuannya untuk menge;}ar kebahagian sendiri. jhrarv 1973) pag 423
Nature and Causes ofthe Wealth ofNations (New York: Modem #

2 Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori. aan im, / iyu ui
Liberty FundJ982) pg.9. (~ n Ad SmUh mempe[ks.,aft!In

prinsip Invisble Hand pada mekanisme pasar yang mernpakan keseimbangan antara permmtaan
dan penawaran pada keadaan persaingan yang sempurna. Artinya, apabila

tidak diinginkan pada pasar bebas, maka dengan :c.a..m ,. pasar n
menganut paham laissez faire, dimana perekonomian berjalan ta p Persaingan Sehat
pemerintah. Uhf V, u,', Jllady, Hukum Anti MonopoN Men= gErajer~”eha,,
CAtra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 24 dan Samuelson,

Edition. (New Delhi : Tata McGraw-Hill Edition, 1998), him.7. Hukum Persaingan Usahae

. . » Rawls (b), op.«, pag.272 dan Jo_hnngl W » »“ SSU L ,200" \T u |
Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang. vy

117.
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kesempatan yang formal. Artinya semua orang seﬁdaknya mempunyai hak
hukum yang sama untuk akses pada semua kedudukan sosial yang
menguntungkan. Dimana setiap orang yang masuk ke dalam pasar dengan
bakat dan kemampuan yang alamiah yang berbeda-beda, peluang sama yang
diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Sehingga pasar
bebas yang didalamnya terdapat perbedaan bakat dan kemampuanr alamiah
hanya akan menimbulkan ketidakadilar. | |
Pada prinsip kedua dikatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distﬁbtisi
sumber-sumber dapat dibenarkan dengan acuan kepentingan orang-orang
yang paling tidak beruntung, dimana prinsip ini dikenal dengan “prinsip
perbedaan™ atau the difference principIe”. Didalam konsep keadilan sesuai
prinsip perbedaan, Rawls meletakan kewajiban sebagai parameter keadilan.
Dimana mereka yang dilahirkan lebih beruntung, mempunyai kewajiban
untuk melakukan redress terhadap mereka yang dilahirkan tidak beruntung.
Principle of redress ini tidak diartikan secara harafiah sebagaimana bagi
mereka yang dilahirkan lebih beruntung harus memberi ganti rugi kepada
mereka yang kurang beruntun: 8 melainkan keberuntungan orang yang
beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak
beruntung. Disini Rawls melihat keadilan dari pola distribusi yang sah jika
primary goods” terdistribusi secara merata atan sexhpﬁmé”. Prinsip 1m
merupakan suatu penyempurnaan konsep keadilan dalam original position
yang sifatnya leksikal dengan mensyaratkan suatu keadilan harus mampu
melindungi hak serta menjamin terpenuhinya tingkat kepentingan maximum
dari kelompok masyarakat yang tidak beruntung (the least advantaged)>'.

26 Ibrahim, op.cit., hal 117.

27 Dikemukakan oleh John Rawls dalam “4 Theory of Justice,” sebagaimana dikutip oleh
Johnny Ibrahim dalam Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2007), hal.115. Lihat juga N.E Simmonds, Central Issues in
Jurisprudence, Law and Right, (London: Sweet & Maxwell, 1986), pag.43.

28 Ibrahim, op. cit., hal.115-119.

» Menurut Rawls, yang termasuk primary goods meliputi hak-hak dasar, kebebasan,
kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

3 Arif Wibowo, “Teori Keadilan John Rawls,” <http:/staff blog.ui.ac.id/arif51/2008/
12/01/teori-keadilan-john-rawls/#comment-10367>, diakses 25 Desember 2008.

31" Okthariza, “Teori Keadilan: Perspektif John Rawls,” http:/okthariza.multiply.com/
journal/item/12>, diakses 25 Desember 2008.
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Menurut Pigouvian, didalam sistem ekonomi yang efisien kemungkinan
tidak menguntungkan semua orang, terutama bagi kelompok miskin. Karena
itu rasional bagi individu-individu yang bersepakat untuk memastikan
bahwa gap atau kesenjangan mendatangkan manfaat bagi kelompok
termiskin dan meletakkan tanggung jawab ini dalam tangan negara32.

Oleh sebab itu didalam perkembangannya teori The Invisible Hand
kurang sesuai khususnya pada persaingan di pasar bebas karena efisiensi
yang diciptakan oleh suatu perusahan tanpa adanya campur tangan
pemerintah, kenyataannya dapat menimbulkan dampak negatif yaitu
kesenjangan sosial. Pada akhirnya teori ini digantikan dengan teori The
Visible Hand yang berupa turut campurnya pemerintah melalui penyediaan
perundang-undangan untuk memastikan bahwa persaingan dapat berjalan
sesuai yang diharapkan:{g.

Lebih lanjut, Rawls berkeyakinan bahwa masyarakat sebagai sebuah
lembaga kerja sama sosial hanya bisa berkembang dengan baik apabila hak-
hak dasar sebagai warga negara diberi tempat dan dilindungi oleh pelaksana
negara (pemerintah) melalui konstitusi34. Disini hukum dipahami sebagai
suatu sistem yang berusaha menciptakan keadilan melalui adanya peraturan
yang mengatur tentang masyarakat. Apabila dihubungkan dengan original
position maka dapat disimpulkan Y)n)Wa situasi perbedaan dalam sosial
ekonomi harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling
menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah khususnya

didalam tujuan untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan

otoritas3b.

® Lihat lan Saphiro, Evolusi Hak Dalam Teori Liberal [The Evolution of Rights in
Liberal Theory], diterjemahkan oleh Freedom Institute ( Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat
Jakarta; Freedom Institute; Yayasan Obor Indonesia , 2006), hal. 226-227.

3B Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2003), hal.24.

J1 Yohanes Efraim More Meto, “Konsep Keadilan Sebagai Fairness Dalam Perspektif
John Rawls,” <httD://mv.opera.com/efraimmore/blog/2007/l 1/17/konst-r>olitik-iohn-rawls>.
diakses 25 Desember 2008.

¥ Lihat Herry Priyono, Teori Keadilan John Rawls, dalam: Tim Redaksi Driyarkara
(Ed.), Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
hal.38 dan Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1988),
hal.200 dalam Dari Dharmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 165.
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Indonesia memiliki konsep keadilan yang secara tegas dapat ditemukan
dalam dasar negara Pancasila yaitu sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”, dan sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Artinya dengan adanya keadilan sosial yang
hendak dicapai maka akan terciptalah negara hukum di Indonesia®.
Keadilan Pancasila mengandung arti bahwa setiap orang di Indonesia akan
mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan.

Didalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan
pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, perekonomian disusun
berdasar atas demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi ekonomi bertujuan untuk
mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan oleh sebab
pentingnya keadilan dalam penggunaan sumber daya alam maka demokrasi
ekonomi disusun berdasarkan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan,
artinya masyarakat bebas melakukan distribusi secara maksimal dalam
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya selama mampu menciptakan
kehidupan kemitraan antar pelaku ekonomi yang saling ketergantungan dan
saling menguntungkan. Sebagaimana telah diketabui mengenai difference
principle oleh Rawls, maka tujuaxi' adanya demokrasi ekonomi yaitu
membatasi agar tidak terjadi kemakmuran yang terpusaf pada orang
seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuéi dengan
prinsip keadilan dan pemerataan.

% Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah

Negara Hukum”, dengan demikian terdapat beberapa unsur-unsur turunan yang diakui didalamnya
meliputi:

1. Kepastian hukum yang berupa asas legalitas; undang-undang yang mengatur
tindakan yang berwenang sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat
diharapkan; undang-undang tidak boleh berlaku surut; hak asasi dijamin dengan
undang-undang; pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

2. Asas persamaan yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara dan
peraturan untuk badan yang ditetapkan oleh parlemen; parlemen mengawasi tindakan
pemerintah;

3. Asas pemerintahan untuk rakyat meliputi hak asasi yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar; dan adanya pemerintahan secara efektif dan efisien.

Lihat M. Scheltema dalam “De Rechtsstaat Herdacht,” sebagaimana dikutip oleh Azhary dalam
Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Ul-Press, 1995), hal. 50.

37 Indonesia (a), Undang-Undang Dasar 1945, ps. 33 ayat (4).
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Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai adanya dua pelaku

ekonomi yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, dan

upayanya dalam memperoleh kesempatan usaha yang adil. Pelaku usaha ini

diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi  dengan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan umum38 Demokrasi ekonomi disini merupakan sistem

perekonomian ke arah open market (pasar terbuka), dimana para pelaku
usaha bebas memasuki pasar, yang berarti tidak ada artificial barrier baik
dari pemerintah maupun dari para pelaku usaha yang besar dan dominan
pada pasar bersangkutan. Pasar bebas pada umumnya bertujuan untuk
memaksimumkan perolehan kekayaan melalui efisiensi ekonomi. Namun,
adanya pasar bebas memungkinkan dapat menyebabkan pelaku ekonomi

lemah tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomi kuat. 1-lal ini

disebabkan pasar tidak mengedepankan isu-isu yang berhubungan dengan
kepatutan dan keadilan, sesuai dengan pendapat Malloy bahwa:

“The market does not care about the issue of fairness or justice
Allocation o fscarce resources is made on votes of dollars ,n the market
place The market leaves it to socicly to provide an equal opportunity
for all people to have a chance at success and earning the money to
cast their "vote’ As long as there are no artificialbarter to success, no
one should be offened by thefunctioning of the market

“Pasar tidak peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepatutan
dan keadilan Alokasi terhadap sumber-sumber yang langka d.buat
berdasarkan pilihan terhadap nilai tukar di pasar. Pasar menyerahkan
kepada masyarakat untuk membenkan peluang yang SMna terhadap
semua orang guna mencaoai Keberhasilan dan memperoleh wuang
berdasarkan pilihan mereka. Selama tidak ada rintangan yang diadakan
untuk memperoleh keberhasilan”® niaka tidak seorang pun akan dibuat
kecewa oleh berfungsinya pasar

Untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada individu atau

kelompok tertentu, dan untuk menghambat adanya peluang perilaku

mematikan terhadap pelaku ekonomi lainnya di pasar, maka perlu dibentuk

Indonesia (b), ~AJndang-UncJang Tentang *"SanPraklekM onof.olidan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999,1 LN No. 3817, Pasal 2.
3 lbrahim, loc.cit.,hal. 63-64.
4 Ibid.
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suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah yang ada.
Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlaku.
Disini peneliti akan membahas apakah substansi regulasi yang ada sesuai
dengan permasalahan yang terjadi schingga benar dapat menciptakan
persaingan yang sehat.

Kelahiran regulasi dibentuk oleh para regulator dengan asumsi
berdasarkan public' interest seluruhnya. Namun, padé kenyataannya
seringkali dibalik proses penyusunan suatu regulasi itu terjadi kompromi
antara kelompok-kelompok kepentiﬁgan ataun inferest groups yang
menggunakan pilihan-pilihan rasional paling ekonomis menurut mereka.
Pada akhirnya peneliti akan menyimpulkan apakah hukum atau regulasi
yang berlaku dapat menjadi suatu landasan berpijak dan aturan main yang
sama (level playing field) terhadap masing-masing pelaku usaha dalam pasar

tersebut.

2. Kerangka Konsepsual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan
obyek penelitian, guna menghindari berbagai penafSiran atas istilah-istilah
yang digunakan, dibawah ini dikemﬁkakén beberapa definisi operasional:

a. Pelaku usaha®! adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

b. Usaha kecil*? adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

*! Indonesia (b), loc.cit., Pasal 1 angka 5.
2 Indonesia (c), Undang-Undang Usaha Kecil, UU No.9, LN No.74 tahun 1995, TLN
No.3611, Pasal 1 Angka 1.
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c. Pasar43 adalah sarana /tempat usaha untuk melakukan transaksi jual
beli umum milik swasta dan atau pemerintah daerah, tempat pedagang
secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

d. Kekuatan pasar (market power)4A adalah kemampuan dari suatu
perusahaan untk mengendalikan (dalam batas-batas tertentu) harga
penawaran dan syarat penjualan produknya tanpa segera mendapat
gangguan persaingan.

e. Pasar serba ada (hypermarket)" adalah sarana/ tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung
kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan
dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan
pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya
lebih dari 4000m2 dan paling besar (maksimal) 8000m2.

f. Pasar bersangkutan" adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atau barang dan/
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau

jasa tersebut.

g. Pangsa pasar47 adalah presentase nilai jual atau beli barang atau jasa
tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan
dalam tahun kalender tertentu.

h. Struktur pasar48 adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk
tentang aspek-aspek Yyang memiliki pengaruh penting terhadap
perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan
pembeli, hambatan masuk pasar dan keluar pasar, keragaman produk,

sistem distribusi, dan penguasaan pasar.

43 Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
4 S n ! /ST JLengkap Ekonomi, Edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga), 994, ha,.399.
4% Pasal 1 Angka 17 Perda No.2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.

46 Indonesia (b), loc.cit., Pasal 1 Angka 10.

Ibid., pasal 1angka 13.

Ibid., pasal 1angka 11.
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Perilaku pasar® adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha
dalam kapasistasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau
jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pen-capaian laba,
pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang
digunakan.

Monopoli®® adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usaha. |
Pemusatan kekuatan -ekonomi®® adalah penguasaan yang nyata atas
suatu pasar befsangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga
menentukan harga barang dan atau jasa.

Persaingan usaha tidak sehat’’ adalah persaingan antara pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau
Jjasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.

Konsumen®® adalah setiap pemakai dan atan pengguna barang dan atau
jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan
pihak lain.

Perjanjian>* adalah suatu perbuatan atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan
nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian ini
dibedakan menjadi perjanjian vertikal dan perjanjian horisontal.
Perjanjian vertikal yaitu perjanjian dari hulu ke hilir antara pelaku
usaha dengan pihak pemasok. Sedangkan perjanjian horisontal yaitu
perjanjian antar pelaku usaha yang sejajar.

49
50
5t
52
53
54

Ibid., Pasal 1 angka 12.
Ibid., pasal 1 angka 1.
Ibid., pasal 1 angka 3.
Ibid., pasal 1 angka 6.
Ibid., pasal 1 angka 15.
Ibid., pasal 1 angka 7.
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1.6 Metode Penelitian

Pendekatan utama yang akan digunakan dalam penelitian untuk keperluan
tesis ini adalah metode yuridis normatif53 yaitu penelitian yang ditujukan untuk
meneliti ada tidaknya indikasi perbuatan persaingan usaha tidak sehat
dihubungkan dengan norma-norma hukum vyang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Mengingat norma-norma
hukum tersebut mengandung nilai-nilai filosofis, maka dengan mengunakan
pendekatan yuridis normatif diteliti pula penguasaan pasar dan posisi dominan
berdasarkan prinsip rule ofreason danper se illegal.

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada
analisis norma hukum, baik hukum dalam arti law as it written in ihe books
(dalam peraturan perunaang-undangan), maupun hukum dalam arti law as it is
decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan)56.
Metode ini tidak mementingkan data secara kuantitas tetapi lebih menekankan
kepada analisis pendalaman. Pembahasan masalah ditelusuri dengan menyusun
data secara sistematis, selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang disusun dalam
uraian kalimat.

Didalam mengkaji penelitian tesis ini, peneliti menggunakan metode
penelitian preskiptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-
saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah
tertentu.5/

Guna menunjang metode penelitian tersebut diatas, dilakukan penelitian
kepustakaan (library researcK). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk
memperoleh data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain daripada itu akan dilakukan suatu
penelitian lapangan yaitu melalui wawancara. Bahan hukum primer berupa

wawancara dan produk lembaga legislatif58 yaitu bahan hukum yang mempunyai

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta: UI-Press, 1986),
hal.50. Soerjono Soekanto menghubungkan penelitian hukum normatif dengan pengertian hukum
sebagai ilmu pengetahuan, kaedah dan noniia, Hukum sebagai tata hukum positif, Keputusan
Pengadilan, jalinan nilai-wfoi.

5% 9.0Tia)(] Uworkin, Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), hal.250.

Soerjono Soekanto, loc.cil., hal. 10.

8B Enid Campbell, et.all., Legal Research, Materials and Methods, (Sydney: The Law

Book Company Limited, 1988), pg.l.
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kekuatan hukum yang mengikat dan relevan dengan masalah yang sedang diteliti
yaitu Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel
ilmiah, jurnal, hasil seminar, makalah, buku-buku, dan dokumen-dokumen. Bahan
hukum tersier diperoleh dari majalah hukum, buletin hlﬂnﬁn, koran-koran dan web
site. Adapun bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang dapat memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu
kamus hukum ekonomi.

1.7 Sistematika Penulisan :
Penulisan tesis ini disusun ke dalam lima bab yang sistematikanya sebagai
berikut:

Pada BAB I yang merupakan pendahuluan dari tesis ini, peneliti
mengemukakan latar belakang serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam
tesis ini. Selanjutnya peneliti menuliskan mengenai tujuan kegunaan penelitian
yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan, kerangka pemikiran yang
berupa kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan guna

" mempermudah untuk mengetahui isi dari tesis ini.

Bab II menguraikan mengenai aspek hukum persaingan usaha yang
membahas prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,. struktur pasar, kea;daan
pasar, dan hambatan-hambatan dalam persaingan usaha yang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya dalam Bab III membahas mexigenai peranan pemerintah dalam
meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat. Pemerintah selaku pihak
regulator dan pengawas mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa perlindungan
usaha kecil, pemberian izin usaha, dan pengawasan terhadap hubungan persaingan

antara pasar tradisional dan pasar modem.

Pada bab IV, peneliti membahas mengenai profil perusahaan Carrefour

beserta pangsa pasarnya. Peneliti mengemukakan gambaran umum mengenai
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penerapan perkara yang berkaitan dengan penerapan letak pendirian usaha yang
bertentangan dengan Perda No.2 Tahun 2002 ditinjau dari Aspek Hukum
Persaingan Usaba. Peneliti juga membahas adanya kemungkinan tindakan
Carrefour yang dapat merugikan pasar tradisional terkait dengan masalah zonasi.
Adapun pemberian izin terhadap Carrefour untuk; melakukan kegiatan berlokasi
yang sama dengan pasar tradisional akan dianalisis sesuai prinsip-prinsip hukum
persaingan usaha demi tujuannya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
dan kondusif.

Bab V merupakan penutup dari tesis ini, yang meliputi dua sub bab, Sub bab
yang pertama mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini,
dan sub bab yang kedua mengenai saran-saran yang peneliti berikan berdasarkan
pembahasan bab-bab sebelumnya.
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BAB2
HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PERSAINGAN SEHAT DI PERPASARAN

INDONESIA

2.1 Penyelenggaraan Perpasaran di Indonesia
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Pengertian pasar adalah area tempat bertemunya pibak penjual dan
pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang
menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan
Pasar Modern, dan menurut pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar
Eceran dan Pasar Perkulakan/ Grosir™.

Pada umumnya Pasar Ritel dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional
(wet market) dan pasar modern (modern marker). Pasar tradisional adalah pasar
yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui
tawar menawar®®. Ciri khas utama dalam pasar tradisional yaitu adanya proses
tawar menawar antara. pembeli dengan penjual, biasanya penjual melayani
kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Berbeda dengan pasar modern yaitu
pusat belanja seperti Plaza, Mall, Shoping Centre, dan sejenisnya yang
pengelolaannya dengan menggunakan metode manajemen modern, didukung
dengan teknologi modern, serta mengutamakan pelayanan kenyamanan

berbelanja. Ciri khas utama pasar modem yaitu barang ditawarkan dengan harga

> Indonesia (a), Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

¢ Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
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tetap (fixed price) dan terdapat label harga (bar code)6l Hal lain yang
membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional yaitu dari segi kebersihan
dan keamanan, pasar modem lebih unggul daripada pasar tradisional.

Pasar tradisional identik dengan tawar menawar dan hal inilah yang
menjadi keunggulan daripada pasar modern. Tawar menawar pada pasar
tradisional merupakan kebudayaan yang masih penting untuk dipertahankan,
sebab hanya pada pasar tradisional unsur interaksi secara manusiawi antara
penjual dan pembeli terjadi. Pada awalnya, didalam pasar tradisional terdapat
beberapa penjual yang menawarkan barang dagangannya masing-masing dengan
harga yang beragam. Oleh karena didalamnya terdapat banyak penjual dengan
harga yang berbeda, maka membebaskan konsumen untuk ikut menentukan harga.
Hal demikian menyebabkan posisi tawar penjual dalam penetapan harga
cenderung menjadi lemah. Seiring semakin meningkatnya kebutuhan manusia,
munculah pasar modern yang memberlakukan harga pasti atau tidak dapat
ditawar. Disini kontrol harga yang pada awalnya berada di tangan konsumen
beralih ke tangan penjual sehingga bargaining power konsumen menjadi lemah
karena tidak dapat menentukan harga tawar menawar. Sejalan dengan
perkembangan jaman, sebagian besar masyarakat lebih menyukai berbelanja di
pasar modem. Hal ini dikarenakan pasar modem memberikan pelayanan jasa yang
baik, ruangan nyaman full AC, penyajian barang-barang yang menarik, harga
pasti, selfservice, dan bahkan dapat menjadi tempat rekreasi bagi keluarga dimana
pasar modem menyediakan kebutuhan rumah tangga62. Bahkan tak jarang terdapat
suatu pasar modem yang memberlakukan harga promosi yang sama seperti yang
ditawarkan pada pasar tradisional atau bahkan lebih murah.

Pada umumnya pasar modern dikategorikan menjadi*%:
1. Mini swlayan (mini market) yaitu jenis usaha ritel yang menjual

barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk

6 Indonesia (b), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
23/MPP/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia, Ps.l Agk. 42.

& Adri Poesoro, “Pasar Tradisional di Era Persaingan Global SMERU (April-Juni
2007): 3-5.

@ Lihat Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern bandingkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
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makanan dan minuman dengan cara self service. Luas lantai usahanya
kurang dari 400m®. Mini market biasa dikenal dengan ‘convenience
store, dengan ciri khas jumlah check out counter (kasir) sebanyak 1-2
buah. Contoh Alfa Midi, Am Pm, dan Clrcle K.

Pasar swalayan (supermarket) "yaitu jenis usaha ritel yang
konsumennya dapat melayani sendiri produk yang dibutuhkan mulai
dari proses mencari produk, membandingkan harga dan produk, hingga
memutuskan untuk memilih produk yang diinginkan. Produk yang

dijual berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk R

kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran, contohnya Hero,
D’best, dan Golden Truly. Luas lantai usahanya berkisar 400m’-
5.000m>.

Toko serba ada (departement store) yaitu toko atau tempat kegiatan
usaha eceran yang dikelola secara tunggal, baik berdiri sendiri maupun
yang merupakan bagian dari suatu pusat pertokoan/pusat perbelanjaan
yang menjual berbagai macam sandang dan barang kebutuhan rumah
tangga, bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam
bagian yang terpisah-pisah dan dalam pelayanannya dibantu oleh
pramuniaga. Luas lantai usahanya diatas 400m’. Misalnya Matahari,
Metro, dan Sogo. N -

Pusat perbelanjaan (mall/ pIaza) yaitu tempat usaha atau ‘suatu area -
tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada
pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangan. |

Hypermarket yaitu toko dengan ukuran yang sangat luas yang
menawarkan harga rendah dan merupakan gabungan departement store
dan pasar swalayan dalam satu gedung. Luas lantai usahanya diatas
5.000m’.

Perkulakan yaitu suatu jenis usaha ritel yang menjual kebutuhan raumah
tangga sehari-hari atau komomditi yang diperlukan oleh lusinan,
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kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan. Luas lantai usahanya diatas
5.000m’.

Di Indonesia, evolusi perpasaran dari pasar tradisional menuju pasar
modern ditandai mulai dari sebelum tahun 1960-an dimana perkembangan rite]
masih dikuasai oleh toko tradisional atau para pedagang-pedagang independen
lokal. Era tahun 1960-an mulai masuk toko ritel modern dengan konsep
departement store yang ditandai dengan dibukanya toko serba ada Sarinah pada
tahun 1962. Hingga'i(ini Sarinah dikenal sebagai pioneer departement store di
Indonesia. Kemudian pada tahun 1972 mulai masuk Gelael Supermarket dan
diikuti dengan hadirnya new entrants Hero Supermarket. Pada saat itu pengertian
pasar modern adalah swalayan yang pelayanannya dilakukan oleh konsumen
sendiri karena toko tidak menyediakan pramuniaga. Barang-barang yang
diperjualbelikan diletakan di rak-rak/ tempat display barang sehingga
memudahkan konsumen untuk mengambil sendiri barang yang hendak dibel;.
Pada tahun yang sama hadir toserba Matahari® yang merupakan toko sandang.
Kemudian diikuti dengan hadirnya Golden Truly, dan supermarket lainnya seperti
Ramayana, dan Yogya. Pada tahun 1987 mulai dikenal convenience store atau
swalayan kecil di Indonesia dengan hadirnya Circle K yang merupakan waralaba
asal USA®. Demikian pula diikuti dengan kehadiran Indomaret, Superindo, dan

Indogrosir.
| Memasuki tahun 1990-an, Indonesia menjadi incaran bagi pihak asing untyk
menanamkan bisnis ritelnya di Indonesia. Pada era ini konsep departemeny Store
mengalami perkembangan hingga bermunculan high class departement store
sebagai bentuk inovasi ritel yang ditujukan pada segmen kelas atas. High clqgs
departement store ditandai dengan masuknya Sogo departement store asal J epang
(hasil kerja sama waralaba dengan group Gajah Tunggal) tahun 1990, dan diikyt;
oleh Metro departement store asal Singapore (hasil kerjasama waralaba dengan
group Rajawali) pada tahun 1992. Kemudian di tahun-tahun berikutnya masuk jC
Penny, Yaohan, Mark&Spencer, dan berbagai outlet high fashion lainnya. Hingga

* Pada awalnya Matahari merupakan toko pakaian (sandang) yang didirikan oleh Hari
Darmawan dan isteri pada tahun 1958. Gerai pertama toko Matahari berada di Pasar Baru Jakarta.
Didalam pengembangan usahanya toko Matahari memperluas usaha dengan membentuk toko
serba ada atau departement store pada tahun 1972.

% Lihat PT. Bisinfocus Data Pratama, op.cit., hal.4-8.
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pada tahun 1998 muncul Carrefour sebagai transformasi dari pasar swalayan
menuju pasar serba ada hipermarket. Perkembangan pasar modern oleh ritel asing
pasca tahun 1998 semakin marak, hal ini disebabkan oleh adanya liberalisasi
melalui Keppres No.99/1998 yang memberikan kebebasan kepada investor asing

untuk berperan dalam bisnis ritel Indonesia®.

2.1.2 Kebijakan Pasar di Indonesia

Liberalisasi pasar ritel terjadi semen_]ak dlber]akukannya Keppres
No0.99/1998 tentang Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan
Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar
dengan Syarat Kemitraan dan SK Menteri Investasi No.29/SK/1998 tentang
pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi No.11/SK/1998 tentang
Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Besar dan No.12/SK/1998 tentang
Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Eceran. Kebijakan tersebut pada
dasarnya selain untuk memberikan kesempatan terhadap investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, bertujuan untuk®’;

1. Mengembangkan persaingan yang sehat, adil, dan menghilangkan
hambatan yang mengganggu ekonomi pasar.

2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai
dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan
kompetitif dan keunggulan. :

3. Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka
meningkatkan daya saing global.

4. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha
saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah
dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sebagai tanggapan atas dikeluarkannya kebijakan tersebut - diatas, di
<
bidang ritel banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara

¢ Bandingkan PT. Bisinfocus Data Pratama, op.cit., hal. 8-11 dengan “Metamorfosis
Toko Retail Modern Indonesia Case Study Kreditmart™, <http://indocashregister.com/tag/bisnis-
eceran/> , diakses 29 Maret 2009.

7 Lihat Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan, op.cit., hal.33.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009


http://indocashregister.com/tag/bisnis-%e2%80%a8eceran/
http://indocashregister.com/tag/bisnis-%e2%80%a8eceran/

28

itu, masyarakat Indonesia yang cenderung mudah beradaptasi terhadap gaya hidup
Barat mulai dapat menerima ritel asing. Hal ini mengakibatkan mudahnya peritel
modefn asing melakukan ekspansi. Apabila perluasan usaha ritel asing sudah
sangat melebar, tentunya akan meresahkan sektor ritel lokal termasuk didalamnya
pasar tradisional dan usaha kecil. Terlebih apabila lokasi pembangunan suatu ritel
asing dilakukan berdekatan dengan ritel lokal. Untuk mengatasi keresahan pada
ritel lokal tersebut dan demi tercapainya tujuan penataan dan pembangunan
perpasaran®s, maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Tka' Modern. Dimana péda kebijakan ini diatur mengenai
pengaturan zonasi, syarat perdagangan, izin pengelolaan, dan pengembangan
kemitraan. Perpres ini mengacu pada masing-masing kebijakan peraturan daerah,
di DKI Jakarta berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perpasaran Swasta Di Propinsi DKI Jakarta.
Adapun dasar hukum peraturan perpasaran di Propinsi DKI Jakarta
sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 terdapat pada:
1. Kep. Menperindag No.76/Kp./IlI/1978 tentang Bidang Usaha
Perdagangan yang Terbuka dalam Rangka Penanaman Modal.
2. Inpres RI No.7 tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan danp
~ Pemugaran Pasar.’
3." Perda No.6 tahun 1982 tentang Pengurusan Pasar di DKT Jakarta,
4. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.240 tahun 1983 tentang Ketentuan
Pembangunan Pusat-Pusat Pertokoan/ Pembelanjaan/ Perdagangap
~ dan/ atau. Pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan/atay
Swadaya Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta.
5. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.242 tahun 1983 tentang Prosedur
Pengajuan Permohonan dan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pusat
Pertokoan/Perbelanjaan/ Perdagangan dan/atau  Pertokoan yang

% Dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta
kelancaran distrubusi barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional
pusat perbelanjaan dan toko modemn, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan
tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pen gembangan
kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta te-tib persaingan dan keseimbangan kepentingan
produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Lihat Perpres No.112 tahun 2007,

Universitas indonesia

Tinjauan yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

29

dibangun oleh Pihak Swasta dan/atau Swadaya Masyarakat di Wilayah
DKI Jakarta. . '

In. Gubernur KDKI Jakarta No.2129 tahun 1984 tentang Rekomendasi
Pembangunan Pertokoan di Wilayah DKI Jakarta.

Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.718 tahun 1985 tentang Juklak SK
No.240 tahun 1983. ’ :

Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.241 tahun 1985 tentang Ketentuan
Kegiatan Usaha Pasar Swalayan atan Supermarket di Wilayah DKI
Jakarta. : S ,
Kep. Gubernur KDKI No.947 tahun 1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyetoran dan Pencairan/ Penggunaan Dana Kompensasi
Pembangunan Pusat-pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perdagangan dan/
atau Pertokoan di DKI Jakarta.

Keppres RI No.32 tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup bagi Penanaman Modal.

Perda DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran
Swasta di DKI Jakarta.

Keppres RI No.54 tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup bagi Penanaman Modal.

Keppres Rl Nﬂo.,Sl tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup bagi Penanaman Modal, LN :

Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.67 tahun 1996 tentang Pembentukan
Tim Pengendalian Kegiatan Usaha Pasar Swalayan/ Supermarket di
DKI Jakarta. | B N ' o
Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.405 tahun 1996 tentang Klasifikasi
Bangunan Pusat Pertokoan/ Perdagangan/ Perbelanjaan dan/atau
Pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan/ atau Swadaya
Masyarakat di DKI Jakarta.

Kep. Bersama Menperindag dan Mendagri No.145/MPP.Kep/5/1997
dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan

Pertokoan.
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24, Letter of Intent tanggal 153

17. Kep- Gubernur KDKI1 Jakarta No.846 tahun 1997 tentang Petunjuk
Teknis Pemungutan Retribusi Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKI

Jakarta. )
18. Kawat. Mendagri No.511.2/201/PUOD tahun 1997 tentang

Penggunaan Izin-izin baru bagi Pembangunan Pasar Modern.

19. Kep. Menperindag No.261/MPP/Kep/7/ 1997 tentang Pembentukan

Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat.

20, Kep. Menperindag No.420/MPP/Kep/10/1997 tanggal 31 Oktober
1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

21. Kep. Gubernur KDKI jakarta No.1518 tahun 1997 tentang

Pembentukan Tim Peneliti Kegiatan Usaha Grosir di DKI Jakarta.

22. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.1930 tahun 1997 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKI Jakarta.

53. Surat Dirjen Perdagangat Dalam N